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BUPATI MAGETAN

PROⅥNSI」AWA lIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMoR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BuPATI NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IvIAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a' bahwa sehubungan dengan ditetapkannya peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan
Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang peraturan pelaksanaan undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan
yang tercantum datam peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2015 tenta,g pedoman pengeloraan Keuangan
Desa di Kabupaten Magetan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang perubatran Atas peraturan Bupati Nomor
25 Tahun 2015 tentang pedoman pengerolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Magetan.

1' undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarrrbatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgz), sebagaimana
telah diubatr dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2ol4 Tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ors
Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56T9);

3. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahu n 2or4 tentang
Peraturan peraksa,aan undang undang Nomor 6 tatrun
2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2or4 Nomor 123, Tambahan Iembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor s539) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tenta,g perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahu n 2014 (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ors Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51rrl;

4' Peraturan pemerintah Nomor 6o Tahu n 2or4 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan
dan Belaqia Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2or4 Nomor 16g, Tambaha, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor sssg) sebagaimana
telah diubah dengan peratura, pemerintah Nomor 22
Tahun 2o1s tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintatr Nomor 60 Tahu n 2014 (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor gg, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor S69a);

5' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 113 Tahu n 2or4
tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor 2O931;

6' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2ors
tenta,g pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 r;
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MEMUTUSKAN:

Menetaph : PERATURAN BUPtt TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPA¶[NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DESA  DI

KABUPATEN MAGETAN。

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 2s
Tahun 2015 tentang pedoman pengerol,aan Keuangan Desa
di Kabupaten Magetan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal g ayat (3) diubah, setelah ayat (6)
ditambah ayat baru yaitu ayat (6a) serta ayat (7) diubah
sehingga keseruruhan pasar g berbunyi sebagai berikut:

pasal g

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal T ayat (r) huruf a, meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening desa yang merupakan hak
desa dalam I (satu) tahun angglrran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal Z ayat (l) huruf a, terdiri atas kelompok:
a. pendapatan Asli Desa (pADesa);
b. Transfer; dan
c. pendapatanLain_Lain.

(3) Kelompok pADesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong;
d. Hasil pengelolaan tanah bengkok desa; dan
e. Lain_lain pendapatan asli desa.

3



ハ

ヘ

{41 Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a antara lain hasil BUMDesa, tanah kas

desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b antara lain pasar desa, tempat pemandian

umum, dan/atau jaringan irigasi.
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga
dan/atau barang yutgdinitai dengan uang.

(6a) Hasil pengeloraan tanah bengkok desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah tanah
bengkok yang digunalran sebagai tambahan
tunjanga' Kepala Desa dan perangkat Desa dan
dikecualikan dari ketentuan ayat (l).

{71 Lain-tain pendapatan asri desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain hasil
pungutan desa.

2' Ketentuan pasal 11 diubah, seteriah ayat (3) ditarnbahkan
ayat baru yaitu ayat (3a) sehingga keseluruhan pasal l l
berbunyi sebagai berikut:

Pasal ll

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasar 7
ayat (l) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewqiiban desa
dalam f (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa.
BeLanja desa ya,g ditetapka, dalam ApB desa
digunakan dengan ketentuan :

１

■

(2)
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paling sedikit 7@/o (tujuh puluh persen) dari
jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk
mendanai penyelenggaran pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa; dan
paling banyak 3Oo/o (tiga puluh persen) dari
jumlah ansgaran betanja desa digunakan untuk:
l. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa

dan perangkat desa;

2. operasional pemerintah desa;

3. tunjangan dan operasional Badan
Permusyawaratan Desa;

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
(3a) Penghitungan belanja desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diluar pendapatan yang bersumber
dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

(4) Dalam belanja desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dapat dialokasikan dana purna
tugas dan/atau uang duka bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

3' Ketentuan pasar 12 diubah, sehingga berbunyi sebagi
berikut:

Pasal 12

(1) Ketentuan besaran penghasilan tetap bagi kepara
desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (3) huruf b angka I dihitung
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp
SOO.OOO.OOO,OO (Iima ratus juta rupiah)
digunakan paling banyak 6tr/o (enam puluh
persen);
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b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) digunakan paling banyak SOo/o (lima

puluh persen);

c. ADD yang beq'umlah lebih dari Rp 200.000.000,-
(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp

9OO.OOO.O00,- (sembilan ratus juta rupiatr)
digunakan antara Rp. 350.O0O.OOO,O0 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak 4Oo/o (empat puluh persen); dan

d. ADD yang bedumlah lebih dari Rp
900.000.000,00 (sembitan ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus
enam puluh juta rupiatr) sampai dengan paling
banyak 3oo/o (tiga puluh persen).

(21 Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa dan
Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut:
a' sekretaris Desa paling sedikit Too/o (tqiuh puruh

persen) dan paling banyak gO o/o (delapan puluh
persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per
bulan;

b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa
sedikit SOo/o (tima puluh persen) dan
banyak 60 o/o (enam puluh persen)
penghasilan tetap KepaLa Desa per bul,an.

paling

paling

dari

Penghitungan penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumtah
jabatan yang ada pada stnrktur organisasi
Pemerintah Desa yang ditetapkan dalarn peraturan
Desa.

Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa
dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

(3)

(4)
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4. Ketentuan Pasal 13 diubah, yaitu setelah ayat (21

ditambahkan ayat baru yaitu ayat {zal sehingga

keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Ketentuan besaran tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf b a:rgka I diatur sebagai

berikut:

a. T\rqiangan Sekretaris Desa

(lima puluh persen) dari
Desa per bulan; dan

b. Tunjangan perangkat Desa selain seknetaris
Desa paling banyak 4oo/o (empat puluh persen)
dari tunjangan Kepala Desa per bulan.

ftrnjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
antara lain :

a. tunjangan kinerja;
b. tunjangan keluarga; dan/atau
c. tunjangan pangan;

Tlrnjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tidak termasuk tambahan tunjangan yang berasal
dari tanah bengkok yang dikerora oreh Kepala Desa
dan Perangkat Desa.

Rincian jenis dan besaran tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

5。 Ketentuan Pasa1 15 diubah,schinma berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15

(1) Paling banyak 3U/o (tiga putuh persen) dari
jumlah anggaran belanja Desa yang ditetapkan
dalam ApBDesa digunakan untuk :

paling banyak 50o/o

tunjangan Kepala

⌒

(2)

(2al
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a.penmSihn tetap dan tttanp Kepala Desa

dan R… t De鑢
;

b. operasional Iヽ

…

1ぬ山LDe璃
C・ 掟口jangan dan oFerasiOnal BPD;dan

ふ|:力ぬsentif―
"軸
鴫諄由m_w鴫 諄

121 PenrloLstan"申山 n temp dan ttangan
Kepah Desa dan PemnJmt Desa, operasiOnal

Pmerinね山 Desap慨Цjanp dan OperasiOnal BPD

山m in“ntif― ttangr dan― warga daFi

"%(tiga puluh prsenl se    dima■
sud

pada ayat的 畿 転 鍵bagai bertht:
a.paling 鶴直Ht 70 % 緯Juh puluh peun}
digun― un触 熊嘲 h曲m "tη  dan
噸 allan Kepah Dett d3mお 閣懸曖t De喘
b.paling banyak 30 % (tim pFuluh peenl

dipaLan t潤籠hJk:

1.OpmsiOnal R鋼減nmh Desa;
2.明 ann dan。

「

rasional B詢 ;dan
3.h動 宙 ruh毎

噸 dan ruhm warga
r3}Be_‐

…

BPD dan lnsenば 躍 /RW轟聯暉由臨鋼n dimaksud pada ayat 2 h― banm 2
義m angh 3 dibmpkan denm Keputum Kepala

職

6.Keten職 Pasa1 40 diubah,sehinO Lrbunyi seLgai
腱 輔 轟 七

Pan 40

(1)Ken D鰻   _yammikan 
■μttm talisasi

APBDesa   dan   lapOmm
aWab鳳 nlisatt pla■昭聰触 APBDesa

嚇 a Bupati縫
崎 畿 賠 軸 珈

…

yangthh薇毎匈 彙 轟 dempn Pem_島
sa`

f21 1apOran se   

…

霞 押山 ayat(11merupah晦 腱 躙 g tidak tewiSahkan dari
LpOran 恥聯 1…  Pemerin輛  De鑢kepnda Bupatt meralui camat.



Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Dite色中Ln di Magetan

pada tangga1 10 Februari 2016

⌒

⌒

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 10 Februari 2OL6

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 7

dengan aslinya
KUM

Tingkat I
1995032002
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